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Mendengar

DRATURAN FEMERINTAM NUMOR 20 TAHUL 1060

TENTANG

TANG DIHTITUNG UNTUK =wNSTUN, 3EPRRTI DIMAKSUD
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behwa diangzgep periv untuk membuka Kemung)

bagi harg

nah dialami oleh seorang regawal Negeri untuk
c

R +y1is -
menentukan p

bahwa oleh karena itu penghargaan masa kerja
oagi penetapan persiun seperti diatur dalam Pe
raturan Femerintah Nomor 6l Tahun 1954 periu

diubah dan ditinjau kembali,

Yasal 5 ayat 2 Undang-undang Yasar Republik in
donesig;

Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 (Lembaran Ne
gara tzhun 1952 Nomor 7} tentang Pensiun Pega
wal Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 10 Tahun 19560 (Lembsaran Negara Tahun
1950 Nomor 31).

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret
1860,

I. Membatalkan :

’
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netapkan :

MEMUTUSKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tanun 1954 {Lem
baran Tahun 195l Nomor 152) dan ketentuanukej
tentuan lain yang bertentangan dengan Peratur
an Femerintah dibawsh ini.

Peraturan Femerintah tentang Fenetavan Masza
Kerja Yang Dihitung Untuk Pensiun, seperti di
raksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1952,



Selain dari pada masa kKerda termaksud dalam Pasal 2

aya
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1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1952, dapat pula

dlhnitung untuk sebaglar atzu penuh untuk menentuXan ten
s falbel

siun,

1. a.

waktu-waktu bexerja sebagzi berikut @

waktu bekerla sebagail pegawal Sipill atau militer
hal

Pemerintah Pusat/3 1
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mz 1lstirahat diluar tangsungan Nezsra, dihitung
penul;
waktu bekerda sebagail pegawal sualu badan vang di

selenggarsken olen Femerintah Pusat/Swatantra/Swa
praja, bukan sebagal suatu jawatan pemerintahan
vang bersangkutan dan waktu bekerja pada suatu ba
dan swasta dihitung penuh, apabila badan-badan
termaksud pada waktu penetapan pensiun pegawal
vang berkepentingan telsh dijadikan jawatan neme-

rintahan tersebut;

waktu bekerja dslam suatu Jabatan Pemerintah Pu-
sat/bwatanira/bwapraga dengan tidak mererima peng
hargaan yang berupa gaji atau penghasilan lain

yang memberatkan anggaran belanja Femerintah yang

bereangxutan dan wakiu bekerja sebagail pegawai sua

tu badan yang diselenggzrakan bukan sebagai suatu
jawatan Femerintah tersebut, dihitung penuh untuk
sebanya«-banyaknya 10 tahun, apatila yang tersang-

kutan pada saat pemberhentian dari Jjabatannva te-
e J ¥

lah bekerja sebagal pegawai Negeri sekurarg-kurang

nya selama 5 tahun;

waktu bekerja pada suatu badan swasta dihitung pe-
nuh untuk sebanyzk-banyaknya 10 tahun, apabila

vang bersangkutan pada sast pemberhentian dari Ja-
batannya telah bekerja sebagal pegawai Negeri te-

rus-menerus sekurang-kurangnya selama 10 tahun;

masa kKerja yang menurut suatu peraturan khusus tern

tang

o

e

crberlan Jaminan pensiun atzu tunjargsn vang

Tersifat ..
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raifat pensiun, yang ditetaspx dengan suatu rfe-
aturan Pemerintan, dihargai uniuk perkerian Jamin
an pensiun atau Tunjangan yang bersifat pensiun,

dinitung menurut Xelentusn-ketentuzn dalan peratur

an~peraturan khusus itu,

snargaan waktu-waktu Kerds sebzgal masa keria  un-

\Ja!

tux menentukan pensiun dalam seluruh ayat 1
ini, hanya berlaku untuk wakifu-waktu Lekeria va

FReen

lum dikergal dengan suatu nensiun atau tuniangean bor-

a,_,

« Terbadap wekiu-waxiu kerja vang dinitun
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cerje untux menentukan pensiun menurut ayst 1 o
ini, berlaku penetapan-penztepen dalam ayat 2 Pasal
17 Undarg-undang Nomer 20 tehun 1952, dengsn ketontu-
an, bahwa

a, untuk masa kerja yang telah dibvavar iuran pensiun

)

menurut sustu peraturan tentang pensiun atau tun-

T

Jangan yang bersifat pensiun, tidak dipurgut inrs

pensiun lagi;

o

. pernitungan jumlah furan pensiun *didasarkan atas
gaJi pertama yang diterima atau seharusnys diteri-
ma pada pengangietan terakhir menjadi pegawai Nege

el
L.

Pasal 2
Perghargaan sebagal masa Xerja untuk menentukan pen
siun menurut sesuatu peraturan umum atau khusus, berlaku
baik untuk perhitungan jumlah pensiun maupun untuk pene-
tapan hak pensiun,
Fasal 3

Hal-hzl yang bersangkutan dengan pelaksanaan pera-
Turan ini ditentukan seperlunya cleh Kepala Xantor Urus

an Pegawal.
PERATURAN FERALTVAN
Pasal L4

alam waktu satu tahun setelah peraturan ini diun-
dapﬁka pernituncan masa kerja untuk pensiun danat

dilakukan ..
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dilatukan berdasarkan Feraturan Pemerintah Nomer 8l
tehun 1950, apabila hal itu menguntungkan bagi vang
tersangkutan,
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reraturan Femerintal ini mulai berlaku pada heri di
=

urdanzizan dan berlaku surut sampai tang

o sctiap orang dapat mengetah
tankan cengundangan Peraturan
e

nempatar dalem Lembaran Negara Re
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di Jakarta
1 13 4pril 1960
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FR. SARTOROC

LEMBARAN HEGARA TAKUN 1960 NOMOR L9.
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npalil penghargaan masa Xerde be
UG P R, - T in e e - 14
zeningga masa kKerja vang di -

dapat dinitung, mes
dzk seluruhnya, untuk menentukan pensiun sebagai p

rang akan dapat Jdihitung, hanyalah waktu-waktu kerla yang di-
alami dalam sustu hubungan kerjs yvanz merupgkan peker’aan po-
C

KCK dan sehari-harinys berlangsung penuh.

TN T anTy YA IR Ta AT
reNdslasaN PASAL DEMT [FASAL

rasal 1

syat 1

huruf a: yang dimaksud dengan "Femerintah" dalam peraturan ini
adalah Pemerintah Pusat/ Swatantra/Swapraja dan juga
Femerintah negara-negara bagian RIS, vaiiu "groepg-ge
meenchap" atau "landschap" dan sebagainya dahulu.
Pegawal militer, ialah anggota ketentéraan.
Kecuali waktu bekerja sebagal pegawai seperti dimak-
sud dalam Pagal 1 huruf a sampai dengan hurui 4. Un~
dang-undang Fensiun, maka yvang dimaksud dengan "wal-
tu bekerJja sebagal pegawai Sipil" delam peraturan
ini, ialah umpamanya waktu bekeria :
1. psda pemerintah Pusat/Swatantra/Swaprsja dengan me

nerima gaji/upah bulanan, harian, atau Jjam-jaman:
s r ?

2. sebagal pegawal suatu Pemerintahan selama diperban

tukan pada :

“usat yang diperbantukan pa-

a. suatu Pemerintah lzin, umpamanya
h

(o]

Pegawal YFemerintah

da Pemerintah Swatantra, "groeps-gemeencha

‘-Cj_.

dan sebagainya;



huruf

huruf

huruf

b
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a

1. guru sekolah p
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b, badan-badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
bukan sebagail suatu Jawatan Femerintah, atau

Cc., badan~badan internasional dan badan-badan Swasta.

3. sebsgal pegawal Pemerintzh fuszt/Swatantra/Swaovraja,

selama dilarang bekeria atat

—

|

diterhentikan untuk bepr
an 4 reraturan Peme

turut-turut dalam pasal-pasal 2 d
rintah Womor 8 Tahun 1952,

4. sebagal pegawal Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja
selama menjalankan KewzJiban Negare seperti dimaksugd
dalam Peraturan Pemerintzah Nomor L1 tahun 1952 baik

aktif maupun non aktif sebagal pegawai;

5. sebagal pegawai Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja,
selama diberi istirahat atau tugas belajar, baik da-

lam maupun di luar Negeri.

badan vang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bukan
sebagai suatu Jawatan, ialah berbagai-bagai vavasan dan
institut-institut, Bank Rakyat Indonesia, Bank Indone-
sia, Bank Negara, perusahaan-verusahaan Negara, seperti
"Badan-badan N", Pelni, GIA, dan badan/perusshaan lain-
nya yang dibiayal oleh Pemerintah dan diselenggarakan
berdasarkan hukum sipil.

Yang dimaksud dengan Y"dijadikan Jawatan Pemerintah" da-
lam huruf b ini ialah peleburan menjadi jawatan Peme-
rintah;

Yang dimaksud dengan suatu "jabatan Pemerintah Pusat/
Swatantra/Swapraja dengan tidak menerima penghargaan
yang berupa gaji atau penghasilan lain vang memberat-
kKan anggaran belanja Pemerintah yang bersangkutan" ia-
lah umpamanya : Jabatan-jabatan "penghulu", "naib"
sebelum Jjabatan-Jabatan itu dijadikan Jjabatan Negeri
dan jabatan "lurah", "kepala negeri", anggota KNIP dan
sebagainya, yang masih ada;

"waktu bekerja pada suatu badan swasta", ialah waktu
vekerja padz pelbagail usaha atau perusahaan partikelir,

umpamanya sebagail :

a
Perguruan Rekva

2- -« a9 0
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2. pegawal peruszhaan~-perusahaan dagang partikelir

(bank-bank, pabrik-pabrik, perusanaan pelayaran,

NV import-exsport, perkebunen ¢11);

3. pegawal yayasan, seperti Paslang Merah Indconesia,

r
Badan Penclong Keluarga Korban Perjuangan (BPPKKD)

4

dan lain-lainnya;

li. mereka vang karena tugasnvya dalam Dimpinan partail

politik yang bertujuan kemerdelaan Negara dan bang

sa tidak depat menjalankan pekerjaan lain;

A\

. mereka vang karena tugasnys Dada  pimpinan suatu
su kKabar

ot

ra Nasional yang bertuluan kemerdekaan Ne
gara dan bangsa, tidak dapat menjzlankan pekerja-
an lain,
huruf e
dan 4 : Waktu-waktu bekerja yang dimsksud tidak perlu lang-
sung bersambung dengsn pengangkatan sebagail pegawai;
huruf e : peraturan khusus tentang pemberian jaminan vang beru-
pa pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang
telah ditetapkan, ialah umpamanyz : Peraturan Pemerin
tah Nomor 31 tahun 1853 dan Peraturan Pemerintan No-
mer 35 fahun 1954, berturut-turut mengenai pegawai-pe
gawal DKA, yang berasal dari perusahaan-perusahaan Ke
reta Api Swasta, dan mengenal para guru Sekolah Rake-
vat,
Pasgsal 1
ayat 2
Yang dimaksud dengan "belum dihargai dengan suatu pensiun atau
tunjangan yang bersifat pensiun", adalah juga yang belum dihar-

gal dengan pemberian (uitkeering) sekaligus baik yang berupa ben
da (innatura).

Pasal 1

ayat 3
Sudah Jjelas.

Pasal 2

€

itetapkan bahwa setiap masa kerja vang berlaku untuk menentukan
pensiun, berlaku baik untuk menentukan hak pensiun maupun untuk

menghitung Jumlah pensiun.
eng E J P Dengan ...
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Dengan demikian, maka masa kerJja menurut pasal i
FPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, pasal 3
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1949 serta
menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 75 Tahun
1957 yang mengadakan dua kalil masa kerja itu untuk pe
netapan pensiun, kini dinyatakan berlaku baik untuk

menetapKan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah
pensiun.
FPasal 13
Sudah Jjelas.
Pasal |
Sudah Jelas,
Pasal §

Sudah Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1957.



